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ABSTRACT 

The title of this study is "Study on Verdicts of Court for Religious Affairs as a Product of 
Islamic Law Thoughts (Regional Case of Padang Court for Religious affairs, 1989-1997)". This 
study attempts to reveal how the characteristics and the atmosphere of renewing as well as 
verdicts made by the judges of court for religious affairs of Padang from 1989-1997 are. 

This study is a normative law study using library research. The approach is descriptive 
and the site chosen is courts for religious affairs of Padang, Bukittinggi, Batu Sangkar and 
Payakumbuh. The verdicts are obtained from field data with written documentation and other 
materials needed that are gathered through an interview with related parties and through a 
literature review. 

Data analysis uses content analysis and comparative analysis, both vertical and 
horizontal. Vertical analysis is used when the verdicts are analyzed by seeing how far the 
verdicts made still refer to nashs and books offiqh or on the contrary. Horizontal analysis is used 
when the verdicts are analyzed by comparing how far the existing verdicts refer or do not refer to 
the Indonesian or other Moslem countries' laws and regulations. 

The findings of the study are that verdicts of the courts for religious affairs have become 
a product of Islamic laws that are important to be analyzed. This product ties all parties who have 
problems. Until certain levels, it is also dynamic because it is considered as the judges' efforts to 
answer and to solve problems proposed to the court in certain time. There are three 
characteristics of verdicts made by judges of courts for religious affairs in Padang. 

The first characteristic of the verdicts is that the judges in the courts for religious affairs 
of Padang play a vital role in applying regulations for they are actually the speaker of the 
regulation themselves. They have attempted to do ijtihad tathbiqy, which is implementing 
matters regulated by the existing regulations, namely marriage regulation and Islamic law 
compilation. The verdicts included in this characteristic are a permit to commit polygamy, a 
verdict of life support, talaq divorce, suing of divorce, and inheritance and waqaf 

The second characteristic is that the judges in the courts for religious affairs of Padang 
have left matters regulated by the regulations to fiqh rules. The example of this characteristic is 
the minimal age for someone to get married. Infiqh, there is no certain limitation on the age for 
someone who wants to get married, but, in the other hand, it is regulated in the marriage 
regulation and Islamic law compilation. 

The third characteristic is that the judges involve their aspiration on the custom law 
applied in Minangkabau in strengthening the verdicts they make. They try to make urf and 
custom as the supports of their verdicts. This can be seen in two cases namely marriage 
dispensation and the replacement of heir. 

The next finding is that most of verdicts in courts for religious affairs of Padang are based 
on imam mazhab 's opinions by making them as the regulation, in terms of marriage regulation 
and Islamic law compilation as the basis in deciding a case. Besides, among the cases handled by 
judges, there are some methods of fiqhiyah that still become the main basis supported by al­
Qur'an, hadits, and local custom ofMinagkabau. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Sebagian rujukan dalam disertasi ini berswnber dari Bahasa Arab. Unruk 

ih4 perlu suatu pedoman penggunaan istilah-istilah Bahasa Arab ketika ditulis 

dengan Bahasa Indones~ sebab tidak semua huruf-huruf Arab terdapat 

padanannya dalam Bahasa Indonesia (Huruf Latin). Pedoman transliterasi yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

ARAB = LATIN ARAB =LATIN ARAB = LATIN 

I tidak j z J q 
dilambangkan 

....,.., b tJ" s !l k 

.;... t J- sy J 1 

<.!.I ts '-"' sh r m 

c j ~ dh 0 n 

c h .1 th ) w 

t kh j; zh 0 h 

.;:. d t ' ~ ' 

,; z t gh '-$ y 

J r J f ;; h 

B. Konsonan rangkap, termasuk Syaddah, ditulis rangkap, seperti "~I" = 

innahu 

C. Vokal (Baris) 

Baris di at.as (_I_ ) ditulis 'a', baris di bawah ( _ I _ ) ditulis 'i', 

baris di depan (_I_) ditulis 'u'. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Studi pemikiran Hukum Islam dapat dilakukan melalui kitab-kitab ~ 

fatwa ulama, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan 

putusan-putusan pengadilan. Berkaitan dengan keberadaan dan perkembangan 

pemikiran Hukum Islam, setidaknya ada dua golongan pembela Hukum Islam. 

Dua golongan pembela Hukum Islam tersebut adalah para qadhi dan para mufti. 

Golongan pertama melakukan pemikiran Hukum Islam dengan jalan pelaksanaan 

ilmu hukum melalui keputusan pengadilan. Sedangkan golonan kedua melalui 

fatwa-fatwa. Pemikiran hukum yang dihasilkan golongan pertama mengikat 

pihak-pihak yang bersangkutan karena mereka berhadapan dengan badan 

peradilan. Sedangkan hasil-hasil usaha golongan kedua bersifat nasehat. 

Keputusan hukum para qadhi tidak selalu lebih tinggi tingkatnya daripada fatwa­

fatwa ulama. Dalam beberapa hal terjadi sebaliknya, banyak qadhi yang 

menggunakan fatwa-fatwa para mufti setempat sebagai rujukan dalam putusan 

mereka. Pada sisi lain, adakalanya mufti diikutsertakan dalam Pengadilan Syari'at 

untuk memberikan nasehat kepada para qadhi. 1 

Menurut M. Atho Mudzhar, paling sedikit ada tiga jenis negeri di dunia 

Islam kontemporer yang menonjol dalam masalah fatwa. Pertama, negeri-negeri 

yang menganggap syari'at sebagai hukum dasar. Untuk contoh yang pertama ini 

negeri Arab Saudi adalah salah satu contoh penting. Kedua, negeri-negeri yang 

telah menghapuskan Hukum Syari'at sama sekali dan menggantikan 

keseluruhannya dengan Hukum Sekuler. Turki adalah negeri yang paling tepat 

sebagai contoh untuk jenis ini. Ketiga, negeri-negeri yang beru.saha untuk 

1E. Tyan "Fatwa'', E.J. Brili The Encyclopedia of Islam, Volume II, (London: Luzac & Co, 1965), 
him. 867. 

1 
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mencapai kompromi dengan mengambil Hukum Sekuler tetapi tetap memelihara 

Syari'at pada waktu bersamaan. Negara-negara yang tergolong jenis ini adalah 

Mesir, Tunisia, lrak, Siria, Indonesia clan lain-lain. Indonesia masuk dalam jenis 

ini karena di samping ia menerima Hukum Sekuler dari Belanda, juga masih 

mempertahankan berlakunya Hukum Keluarga di Peradilan Agama. 2 

Berkaitan dengan-' pelaksanaan pencatatan putusan pengadilan dalam 

tinjauan sejarah hukum Islam dimulai sejak masa Muawiyah.'"' Pada masa itu, 

Salim bin Auz ( qadhi Mesir) telah memutus suatu sengketa yang berkenaan 

dengan harta pusaka. Setelah perkara tersebut diputus, pihak-pihak yang 

berperkara mengingkari keputusan dan mereka sating berselisih tentang keputusan 

itu. Disebabkan oleh perselisihan itu mereka mengulangi mengajukan perkara 

tersebut.,, Peristiwa tersebut menjadi dasar tentang petingnya putusan dicatat serta 

dihimpun di dalam buku khusus. Waktu itulah untuk pertama kali suatu keputusan 

dibukukan3 dan sejak saat itu, jelas J. Kramers yang dikutip Muhammad Khalid 

Mas'ud, studi Hukum Islam menekankan pada teori dan praktek. · Teori 

sebagaimana yang dijelaskan dalam teks , dan praktek sebagaimana yang 

diputuskan di pengadilan} Putusan-putusan Pengadilan itulah yang disebut 

dengan yurisprudensi. 

Yurisprudensi Islam dalam perkembangan selanjutnya banyak disusun 

oleh para qadhi berdasarkan karya-karya Malik, Abu Yusuf, al-Syaibani dan al­

Syafi'i. 5 Putusan-putusan tersebut dibukukan dan menjadi pedoman bagi orang­

orang yang datang sesudah mereka, antara lain oleh Abu Hasan Ubaidilah al­

Hasan al-Karachi di Irak (wafat 340 H) yang telah menyusun Al-Mukhtashar. 

2Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Maje/is Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang 
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, (Jakarta: Penerbit INIS, 1993), hlm. 2-3. 

3Muhammad Salam Madkur, Al-Qadla' fl al-Islam, (Beirut: Dar al-Filcr, 1968), hlm. 38. 
4Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian W. Asmin, 

(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), him. 39. 
5 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Yurisprudence, (Pakistan: Islamic Research 

Institut, 1970), him. xv. 
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Kemudian Abu Laits bin Muhammad al-Samarkandi (terkenal dengan Imam al­

Huda) yang mengarang kitab Al-Fatwa, dan K.hazanatul Fiqh. 

Tokoh selanjutnya yang tercatat dalam sejarah adalah Muhammad bin 

Yahya bin Lubbah al-Andalusi (wafat 326 H). Ia termasuk orang yang paling 

hafal terhadap mazhab, mengetahui aqad, syarat-syarat, waspada terhadap illat­

illat, mempunyai pilihan-pilihan dalam fatwa dan membukukan putusan 

pengadilan. Kitab yang disusun oleh al-Andalusi adalah kitab Al-Muntakhabah 

yang bertujuan untuk menerangkan masalah-masalah putusan pengadilan yang 

dibukukan. Dalam kitab tersebut dijelaskan persamaan dan perbedaan pendapat 

hakim dalam memutuskan masalah. Disusul kemudian oleh Abu Bakar 

Muhammad bin Abdullah al-Andalusi (wafat 367 H) yang telah berhasil 

menyusun buku Al-lsti 'ab bersama Abu Umar al-Isybili yang ditujukan untuk 

parahakim. 

Upaya penyusunan buku juga dilakukan oleh Abu Isa Ibrahim Ahmad al­

Marwazi (wafat 340 H). Al-Marwazi merupakan seorang imam pada masanya 

telah menulis buku berjudul Al-Muzni. Al-Marwazi lama menetap di Baghdad dan 

belajar fikih pada Ibnu Suraih. Penyusunan putusan para qadhi berikutnya 

dilakukan oleh Abu Muhammad bin Said bin Abdul Qadi al-Khawarizmi (wafat 

340 H) yang telah mengarang kitab Al-Hawi dan Umdat al-Qadimin. Kedua kitab 

yang disebutkan terak:hir membahas tentang Fikih Syafi'i.6 Begitult'.h gambaran 

upaya penyusunan putusan-putusan para qadhi di dunia Islam yang terus berlanjut 

hingga sekarang ini, termasuk di Indonesia. 

Pembahasan tentang putusan-putusan para hakim di Indonesia harus 

diawali dengan melihat eksistensi peradilan agama. 7 Dalam kenyataannya 

6Ibid., him. 25-26. 
7Dalam konteks tulisan tetap digunakan dua kata, yaitu kata peradilan clan kata 

pengadilan. Kata peradilan digunakan untuk menunjuk kepada segala sesuatu mengenai perkara 
pengadilan. Kata pengadilan ditujukan untuk suatu lingkungan peradilan (institusi). Pemilihan 
penggunaan salah satu di antara dua kata tersebut dalam sebuah kalimat adalah dengan melihat 
ketepatan maksud dari kalimat yang disusun. 
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keberadan Peradilan Agama di Indonesia sudah cukup tua. Peradilan Agama jauh 

lebih tua dari Departemen Agama, bahkan lebih tua dari Negara Republik 

Indonesia Peradilan Agama telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara bahkan 

telah dimulai dari periode tahkim. 8 Eksistensi Peradilan Agama setelah Indonesia 

merdeka secara yuridis merupakan salah satu perwujudan dari amanat Undang­

undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Sejalan dengan ketentuan tersebu~ maka salah satu prinsip negara hukum adalah 

adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari 

pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam 

memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman maka lahirlah Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

Ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 memberikan 

kedudukan yang lebih baik untuk eksistensi Peradilan Agama. Peradilan Agama 

adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bahkan ketentuan Pasal 3 

UU Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa Peradilan Agama adalah 

peradilan negara. Semakin baiknya kedudukan Peradilan Agama diketahui bahwa 

berdasarkan sejarah, Peradilan Agama sebelum lahimya Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 dan K.HI 1991 mempunyai hukum materil dan hukum formil yang 

masih sangat bervariasi. Hukum-hukum tersebut terdapat dalam berbagai 

peraturan dan perundang-undangar1 serta kitab-kitab fikih yang ditulis berabad­

abad lampau. Berbeda halnya sesudah lahimya Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 dan KHI 1991, kedudukan Peradilan Agama menjadi kuat dan kokoh serta 

sejajar dengan peradilan lain yang ada di Indonesia. Peradilan Agama telah 

mempunyai hukum acara dan hukum materil, putusannya telah mandiri dan dapat 

melaksanakan eksekusi secara langsung serta hakimnya pun telah sejajar dengan 

8Danil S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik 
Lembaga-lembaga Hukum, terj. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Penerbit PT. Intennesa, 1980), Cet I, hlni.l. 
Periode tahkim dimaksudkan sebagai suatu cara penyelesaian perkara dengan rnenyerahkan kepada seorang 
ahli agama atau ulama dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan 
yang diberikan. Pada periode tahkim ini, pengadilan agama secara resmi belum ada. 
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hakim-hakim peradilan lai~ sama-sama hakim negara, diangkat dan diberhentikan 

berdasarkan Surat Keputusan Presiden. 

Pengesahan beberapa aturan perundang-undangan di atas menjadikan 

kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan yang 

mandiri 8emakin mantap. Peradilan Agama menjadi institusi dalam menegakkan 

hukum berdasarkan Hukum Islam dalam perkara-perkara di bidang perkawinan, 

kewaris~ wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah9 yang telah menjadi hukum positif 

di Indonesia. Pemeluk Agama Islam yang menjadi bagian dari penduduk 

Indonesia, dengan undang-undang itu diberi kesempatan untuk mentaati Hukum 

Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya sesuai dengan jiwa Pasal 29 

ayat 2 Undang-undang Dasar 1945. 

Ada empat perubahan mendasar dengan hadirnya Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tersebut, yaitu: 

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan yang mandiri, kedudukannya benar­

benar sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

2. Nama, sus~ wewenang dan hukum acaranya telah sama dan seragam di 

seluruh Indonesia. 

3. Putusannya sudah dapat dieksekusi sendiri, tidak memerlukan lagi pengukuhan 

Pengadilan Negeri. Selama ini, adanya pengukuhan Pengadilan Negeri 

terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama mendapat reaksi dari masyarakat, 

seolah-olah Pengadilan Agama ditempatkan berada di bawah Pengadilan 

Negeri. 

9Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - Undang-Undang yang merevisi Undang­
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama - wewenang Pengadilan Agama bertambah luas lagi, 
termasuk bidang Ekonomi Syari'ah. Dalam Penjelasan Pasal 49 hurufi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
tersebut dikatakan yang termasuk ke dalam bidang Ekonomi Syari'ah itu ialah: Bank Syari'ah, Lembaga 
Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah 
dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pengadaian 
Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah. 
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4. Ada jabatan juru sita pada Pengadilan Agama mengak:hiri ketergantungan 

Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri yang telah berlangsung selama 

114 tahun lebih. 

Keberadaan peradilan agama yang ditopang dengan berbagai dasar 

hukumnya, khususnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berlanjut sampai 

akhir Onie Baru. Di penghujung Orde Baru lahir gerakan reformasi. Lahimya 

gerakan reformasi di Indonesia mengakibatkan berbagai perombakan termasuk 

salah satunya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Munculnya gerakan 

reformasi yang bertujuan memperbaiki nasib bangsa di antaranya dengan merevisi 

aturan hukum yang dipandang sudah tidak relevan. Salah satu aturan hukum yang 

direvisi adalah berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini terlihat dengan 

lahimya berbagai aturan hukum seperti disebutkan di bawah ini: 

1. Amandemen terhadap ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945. Ini 

dapat dikatakan sebagai puncak eksistensi peradilan agama karena telah 

termaktub dalam konstitusi negara. 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang­

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakima14 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman. 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang­

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

Lahimya berbagai aturan hukum di atas memberikan corak tersendiri 

terhadap eksistensi lembaga peradilan di Indonesia. Perubahan yang sangat 

signifikan terjadi pada lembaga peradila14 tidak terkecuali lembaga peradilan 

agama. Satu hal yang perlu selalu mendapat perhatian adalah tentang produk 
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hukum yang dilahirkan oleh peradilan agama. Berdasarkan rentang sejarah 

eksistensi peradilan agama di Indonesia, temyata pencatatan putusan pengadilan 

agama masih sedikit. 

Pencatatan putusan pengadilan di Indonesia dilakukan oleh Nugroho 

Notosusanto dalam bukunya Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di 

Indonesia (Diterbitkan tahun 1963). Kemudian diikuti oleh Khidir Ali yang 

dipublikasikan lewat karyanya dengan judul Yurisprudensi Hukum Perdata Islam 

di Indonesia, diterbitkan pada tahun 1979. 10 Sementara Direktorat Pembinaan 

Badan Peradilan Agama baru mencatat putusan-putusan tersebut sejak tahun 1977 

yang dikumpulkan dalam buku Yurisprudensi Badan Peradilan Agama. 

Selanjutnya, pada tahun 1990 hingga sekarang terbit majalah Mimbar Hukum 

yang dikelola oleh Yayasan Al-Hikmah bekerjasama dengan Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama. Semua yurisprudensi yang ada menghimpun 

dan menganalisis Yurisprudensi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam 

bidang-bidang perkawinan, perceraian, harta bersama, waris, wakaf, hibah dan 

sedekah. 

~ Yurisprudensi11 merupakan salah satu produk pemikiran Hukum Islam 

sekaligus menjadi sumber hukum, di samping undang-undang yang ada. Melalui 

yurisprudensi itulah diharapkan hadimya hukum baru (hukum buatan hakim}12 
1 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Apalagi posisi yurisprudensi 

begitu penting dalam rangka pembinaan hukum nasional. Oleh sebab itu, 

1°Khidir Ali, Yurisprudensi Hulalm Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Penerbit PT. Al-Ma'ari£ 
1979), him. 9. 

11Di lingkungan masyarakat akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, dalam menganalisa proses 
kelahiran dan penemuan hukum, cenderung ke arah penggabungan (komulasi) antara Common dan Statute 
Law System, sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang mengakui dan menganut kedua 
sistem hukum tersebut secara komulatif dengan prioritas mendahulukan Statute Law System. Antara kedua 
sistem hukum itu terjadi jalinan sating mengisi dalam penerapan, meskipun titik beratnya selalu 
mengutamakan Statute Law System. Selain dari itu, kehidupan praktik peradilan di Indonesia sejak dahulu 
sampai sekarang tetap mengakui yurisprudensi, dan dalam ilmu hukum juga diajarkan bahwa yurisprudensi 
itu sebagai salah satu sumber hukum. Ahmad Krunil dan M. Fauzan, Kaidah-lraidah Hulalm Yurisprudensi, 
(Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2005), Cet. II, him. 35 dan 37-38. 

12Lihat M. Daud Ali, "Pengembangan Yurisprudensi Tetap (Bagian Pertama)." Majalah Mimbar 
Hulalm,(Nomor 15, Tahun V, 1994, him. 85-86. 
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yurisprudensi Pengadilan Agama tersebut perlu dikaji secara mendalam. Begitu 

juga halnya dengan yurisprudensi yang berhubungan erat dengan bidang Hukum 

Keluarga Islam Indonesia, diharapkan tidak saja sebagai produk pemikiran 

Hukum Islam, akan tetapi, sekaligus juga bisa dijadikan sebagai pedoman hukum 

bagi umat Islam. 13 Khusus untuk Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi 

Agama Padang belum ada studi yang mengupas mengenai putusan-putusan 

(yurisprudensi) yang telah dilahirkan. 

Putusan Pengadilan Agama penting untuk diteliti karena putusan tentang 

perkara perdata cukup banyak, namun putusan-putusan tersebut sangat sulrar 

diperoleh. Meskipun putusan tersebut sudah ada yang diterbitkan di dalam buku 

himpunan yurisprudensi dan majalah hukum, tetapi masih dimuat secara terpisah­

pisah dengan putusan-putusan bidang hukum lainnya, karena diterbitkan secara 

berkala, dalam artian tidak dipublikasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Selain 

dipublikasikan dalam tempat yang terpisah-pisah, karya yang telah dihimpun 

tersebut juga sangat sulit ditemuk:an di pasaran, padahal putusan-putusan itu 

sangat dibutuhkan.14 

Putusan-putusan Pengadilan Agama menjadi semakin penting untuk 

diteliti ketika dihubungkan dengan tugas dan peranan hakim dalam memutuskan 

suatu perkara. Pada satu sisi, hakim terikat dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Pada sisi lain, ketentuan hukum Islam tidak hanya terfokus kepada 

peraturan perundang-undangan, melainkan tetap terbuka peluang adanya 

perubahan putusan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tujuan 

pensyariatan hukum demi terwujudnya keadilan. Bahkan hukum Islam selalu 

membuka peluang diterimanya ketentuan adat selama ketentuan adat tersebut 

tidak bertentangan dengan tuntunan syari'at. Dalam konteks ini, menjadi sangat 

menarik melakukan kajian terhadap bagaimana hakim-hakim di lingkungan 

13Khidir Ali. Yurisprudensi Hu/cum Perdata Islam, hlm. 11 -12. 
14/bid, him. 4-5. 
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Pengadilan Agama melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memutuskan 

suatu perkara. 

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan di atas diketahui bahwa studi 

tentang putusan-putusan Pengadilan Agama sebagai produk pemikiran Hukum 

Islam di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sejak tahun 1989 sampai 

dengan 1997 semakin penting untuk dilakukan. Pembatasan studi ini dari tahun 

1989 sampai dengan tahun 1997 karena beberapa alasan. Ada tiga alasan yang 

melatarbelakangi kenapa dimulai dari tahun 1989. Alasan pertama, karena tahun 

1989 itu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 1989, Rancangan 

Undang-undang Peradilan Agama disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

menjadi Undang-undang Republik lndonesi~ kemudian, pada tanggal 29 

Desember 1989, undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia (diundangkan pada 

tanggal 29 Desember 1989, oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam 

Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989). 

Alasan kedua yang menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian 

dalam rentang waktu 1989-1997 adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

lahir dan mulai disosialisasikan pada tahun 1991. KHI 1991 ini menjadi sumber 

hukum materiil bagi hakim-hakim Pengadilan Agam~ termasuk yang di Sumatera 

Barat, dalam memutuskan perkara. Pada masa ini akan dicoba dianalisis sejauh 

mana putusan-putusan yang dihasilkan oleh para hakim Pengadilan Agama pada 

rentang waktu ini merujuk kepada KHI 1991 yang telah ditetapkan itu. Ketiga, 

rentang waktu tersebut memungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan. Kemudahan memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan menjadi 

salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dari dilaksanakannya 

penelitian ini. 

Pertimbangan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Padang dipilih sebagai lokasi penelitian ada beberapa alasan. Di antara alasan 

dimaksud adalah bahwa jauh sebelum Pengadilan Agama berdiri, masyarakat 
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Minangkabau telah berpegang teguh pada filosofi Adat Basandi Syara ', Syara' 

Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Syara' Mangato, Adat Mamakai. Falsafah ini 

direalisasikan dalam kehidupan masyarakat dengan Tungku Tigo Sajarangan, 

yaitu alim ulama, ninik mamak dan cerdik pandai. Begitu juga halnya dalam 

Kerajaan Minangkabau sejak awal sudah dilaksanakan pembagian tugas masing­

masing. Pembagian tugas dimaksud adalah Raja Adat di Pagaruyung yang berada 

di Batusangkar, Raja Ibadah di Sumpur Kudus di daerah Sawahlunto dan Tuan 

Qadi di Padang Ganting di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya Tuan Qadi di 

Padang Ganting inilah fungsi Pengadilan Agama dijalankan, mulai dari desa-desa 

atau nagari-nagari yang diangkat oleh kerapatan musyawarah dari pemuka­

pemuka masyarak:at setempat sampai dengan terbentuknya Pengadilan Agama 

secara yuridis. 15 Kekhasan masyarakat Sumatera Barat yang sangat religius ini 

tercermin dari filosofi sebagaimana disebutkan di atas. Hal inilah yang menjadi 

salah satu alasan kenapa Pengadilan Agama yang ada di wilayah Sumatera Barat 

menjadi daerah penelitian. 

Pemilihan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Padang sebagai lokasi penelitian juga disebabkan karena berdasarkan hasil 

penelurusan dari berbagai literatur belum ada penelitian yang secara khusus dan 

mendalam mengkaji hasil-hasil putusan yang diproduk oleh kalangan hakim­

hakim Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

Oleh sebab itu, penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian. Penelitian 

ini sangat penting bukan saja karena keberadaan Pengadilan Agama sudah cukup 

lama, melainkan juga karena putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan 

Agama sudah banyak jumlahnya. Berbagai pertimbangan yang dikemukakan 

melatarbelakangi pentingnya melakukan studi tentang putusan-putusan 

Pengadilan Agama sebagai produk pemikiran hukum Islam (kasus wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Padang 1989-1997. 

15Tim Penyusun Buku, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Depag, 
1983), Cet I, hlm. 4. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bela.kang yang telah dipaparkan di atas maka dapat 

dirumuskan bahwa masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana 

kara.kteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh ha.kim-ha.kim Pengadilan 

Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997 

dan apa.kah putusan-putusan yang dihasilkan itu mengandung pembaharuan di 

bidang pemikiran Hukum Islam? 

Untuk mendapatkan jawaban dari masalah pokok penelitian ini, maka 

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini a.kan dicarikan jawabannya. Pertanyaan­

pertanyaan itu adalah: 

1. Bagaimana kara.kteristik putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Padang? 

2. Ada.kah putusan-putusan itu beranja.k dari pendapat-pendapat imam-imam 

mazhab yang ada? 

3. Adakah putusan-putusan yang dihasilkan oleh ha.kim-ha.kim Pengadilan Agama 

di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang mengandung pembaharuan di 

bidang pemikiran Hukum Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Beberapa tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakteristik putusan-putusan Pengadilan Agama yang ada di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai produk. pemikiran Hukum 

Islam. 

2. Mengetahui dasar dan faktor-faktor yang melatar bela.kangi putusan-putusan 

Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

3. Mengetahui putusan-putusan mana saja yang dihasilkan oleh ha.kim-ha.kim 

Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 

yang mengandung pembaharuan di bidang pemikiran Hukum Islam. 
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Adapun kegunaan dari penelitian ini dibagi kepada dua bagian. kegunaan 

pertama adalah kegunaan secara teoritis dan yang kedua adalah kegunaan secara 

praktis. Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untulc 

1. Menambah jumlah bahan rujukan di bidang Hukum Islam (Fikih) dan teori­

teori Hukum Islam (Ushul Fikih). 

2. Sumbangan pemikiran bagi pengambilan kebijakan dalam pembangunan di 

bidang hukum. 

Penelitian ini secara praktis diharapkan berguna untuk: 

1. Menemukan putusan-putusan yang masuk dalam kategori sebagai 

yurisprudensi Peradilan Agama yang pada akhirnya bisa menjadi Hukum 

Islam yang terkodifikasikan dalam perundang-undangan Indonesia. 

2. Menjadi pedoman bagi hakim-hakim Pengadilan Agama berikutnya dalam 

memutuskan perkara-perkara dalam kasus yang serupa 

3. Menjadi sumber inspirasi bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya untuk melahirkan putusan-putusan yang 

berkualitas serta putusan-putusan yang adil, sehingga para pihak yang 

berperkara di Pengadilan Agama betul-betul merasakan bahwa Pengadilan 

Agama menjadi benteng terakhir bagi mereka untuk mencari keadilan. 

D. Kajian Pustaka 

Pencatatan putusan-putusan pengadilan menurut Salam Madkur dimulai 

masa Mua'wiyah oleh Qadi Salim bin Auz di Mesir. Qadi Salim bin Auz 

berpendapat tentang pentingnya pencatatan putusan peradilan berdasarkan kepada 

pengalaman pribadinya ketika memutus suatu sengketa harta pusaka. Setelah 

diputus, beberapa waktu kemudian pihak-pihak yang berperkara mengingkari 

keputusan itu dan mereka saling berselisih tentang keputusan tersebut. Karena 

mereka berselisih, kemudian mereka mengajukan kembali perkara tersebut 

kepadanya. Lalu Salim bin Auz memutus kembali perkara tersebut serta 

mencatatnya dan dihimpun di dalam buku khusus. Itulah untuk pertama kali suatu 

keputusan dibukukan. 16 Menurut J. Kramers, sebagaimana dik.utip oleh 

16Muhammad Salam Madkur, A/-Qadla' ft al-Islam, him. 38. 
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Muhammad Khalid Mas'ud, semenjak itulah studi Hukum Islam menekankan 

pada teori dan praktek. Teori sebagaimana yang dijelaskan dalam teks dan praktek 

sebagaimana yang diputuskan di pengadilan. 17 Putusan-putusan pengadilan 

tersebutlah yang disebut yurisprudensi. 

Putusan pengadilan yang mulai dibukukan di antaranya dimuat oleh Salam 

Madkur dalam bukunya yang berjudul Al-Qada' Ji al-Islam. Buku tersebut di 

samping memuat tentang putusan pengadilan yang mulai dibukukan, juga 

menguraikan tentang administrasi peradilan. Sedangkan di zaman modem, hal 

yang sama ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuhu. Pada jilid yang ke-8 buku tersebut, Wahbah Zuhaili menguraikan 

putusan-putusan pengadilan di Mesir, Irak dan Spanyol yang berkenaan dengan 

wakaf. Buku lainnya yang ditulis oleh ulama Indonesia adalah buku karya Hasbi 

Ash-Shiddiqi yang berjudul Sejarah Peradilan Islam (Cet. I, diterbitkan pada 

tahun 1950), di samping menguraikan Sejarah Peradilan Islam, juga memuat 

putusan-putusan dan arsip-arsip putusan pengadilan. 

Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia telah ditulis oleh Nugroho 

Notosusanto dalam bukunya berjudul Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan 

Agama di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1963. Buku tersebut, di samping 

berisi mengenai organisasi Peradilan Agama, juga memuat putusan-putusan 

mengenai nikah, talaq, ruju.k dan waris. Putusan-putusan pengadilan yang 

dikemukakan dalam buku ini berasal dari murid-muridnya pada waktu 

memberikan k:uliah di tingkat doktoral pada Perguruan Tinggi Agama Islam 

Negeri pada tahun 1957-1961, yang merupakan tinjauan ilmiah pada berbagai 

Pengadilan Agama di Indonesia dan juga pada Kantor Pusat Jawatan Peradilan 

Agama pada waktu itu. Hanya saja seperti disebutkan oleh Amir Muallim, 

analisisnya hanya difokuskan pada analisis deskriptif tentang kronologis 

terjadinya putusan saja dan tidak mengemukakan apa yang menjadi latar 

17Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hu/cum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian W. Asmin, 
(Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), him. 39. 
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belakang clan landasan dari putusan tersebut. 18 Karya lainnya adalah karya Khidir 

Ali dengan judul Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia, berisi 

mengenai perkawinan, waris, hibah, wak:af dengan 22 putusan. Semua putusan 

yang dipublikasikan dalam buku ini terdiri dari putusan Pengadilan Negeri, 

Pengadilan Tinggi clan Mahkamah Agung. 

Salah satu penelitian yang mencoba melihat bagaimana realitas adat dan 

hukum adat Minangkabau serta bagaimana pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam 

di lingkungan adat tersebut dilakukan oleh Amir Syarifudin. Penelitian ini 

dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini 

merupakan studi terhadap putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri maupun 

Pengadilan Agama yang ada di daerah Minangkabau. Hasil penelitian Amir 

Syarifuddin telah dituangkan dalam bentuk buku yang berjudul Pelaksanaan 

Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau. 19 Akan tetapi, 

penelitian ini hanya dikhususkan menelaah putusan-putusan tentang penyelesaian 

harta warisan saja dengan mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara 

yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama Padang Panjang, serta pada Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Tinggi Agama Padang. 

Perkara selain tentang penyelesaian harta warisan tidak menjadi objek 

kajian dalam penelitian Amir Syarifuddin. Putusan-putusan yang ditemukan dari 

setiap pengadilan yang disebutkan di atas, oleh penulisnya, diadakan pendalaman 

terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum clan amar putusannya. Kemudian 

penulisnya mengadakan analisis hubungan antara kejadian peristiwanya, 

pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu penulisnya 

menyimpulkan di antaranya sebagaimana disebutkan di bawah ini: 

1. Islam telah membatasi pewarisan harta pusaka untuk keluarga ibu atau 
kemenakan pada harta yang diterima secara turun-temurun clan tidak diketahui 

18Amir Muallim. "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam 
di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)", Disertasi, Program 
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2002, him. 31. 

19 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hu/cum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 
(Jakarta: GunungAgung, 1984), him. 15. 
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lagi pemiliknya. Harta pusaka seperti itu tidak diwarisi secara hukum fara'id 
karena tidak memenuhi syarat untuk dijadik:an harta warisan menurut 
ketentuan syara'. Dengan begitu pewarisan harta pusaka secara adat tidak 
menyalahi ketentuan hukum fara'id. 

2. Harta pencarian tidak lagi diwarisi oleh kemenakan secara adat, tetapi 
sepenuhnya diwarisi oleh anak dan istri sebagai abli waris yang diakui sah 
oleh hukum fara'id. Dalam cara penyelesaian pemilihan harta warisan itu 
kepada ahli waris, masih ada yang memilikinya secara bersama-sama atau 
membaginya atas kerelaan bersama yang jumlahnya tidak persis sama dengan 
ketentuan dalam hukum faraid. 

3. Kewarisan adat yang dulunya berasas unilateral pada waktu ini telah bercorak 
bilateral dan yang dulunya berasas kolektif telah bergerak ke arah kewarisan 
yang berasas individual. 

4. Hukum kewarisan Islam secara prinsip telah dijalankan oleh umat Islam 
Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, faktor tempat dan waktu senantiasa 
ilrut menentukan dalam menetapkan hukum in concreto, sejauh tidak 
menyimpang dari prinsip ajaran agama. 

5. Agama Islam dan ajaran adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa 
Minangkabau dengan terjalinnya ajaran adat dalam pelaksanaan ajaran Islam. 
Penyatuan ini diibaratkan dengan aur dan tebing yang saling menyandar. 
Prinsip adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitab Allah adalah lambang 
dari penyatuan adat dan agama. 20 

K.ajian lainnya dilakukan oleh M. Atho Mudzhar dalam disertasinya yang 

berjudul Fatwa-fatwa Maje/is Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran 

Hukum Islam di Indonesia 1975-1983.21 Kajian M. Atho Muzhar ini berupaya 

menguji hasil-hasil fatwa MUI tersebut dari segi nash dan pemikiran ulama. 

Fatwa-fatwa MUI yang cukup menarik yang dikemukakan di sini antara lain 

adalah dalam masalah pemyataan penjatuhan talak tiga sekaligus, perkawinan 

antar agama, pengangkatan anak dan penyelenggaraan tanah warisan. Persoalan 

pengucapan talak tiga sekaligus menjadi salah satu persoalan yang menarik 

perhatian MUI. Persoalan ini muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Depag yang 

disampaikan pada tanggal 22 September 1981, mengenai kedudukan hukum 

pengucapan talak tiga sekaligus, dan apakah itu berarti jatuh talak tiga sekaligus 

20Ibid. 
21M. Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Mqjelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran 

Hukum Islam di Indonesia 1975-1983, (Jakarta: Penerbit INIS, 1993), Edisi Dwibahasa 
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atau satu talak saja. Dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 

1981, MUI menyatakan bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus berlaku sebagai 

talak satu, bukan talak tiga. 

Masalah menjatuhkan talak tiga sekaligus menjadi menarik bila dikaitkan 

dengan upaya sosialisasi Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Di dalam 

undang-undang tersebut tidak dijelaskan masalah ini secara detail, padahal 

masalah ini akan membawa implikasi hukum yang sangat serius. Bila penjatuhan 

talak tiga sekaligus ini berarti jatuh satu talak saja, yang disebut talak raj 'i, maka 

konsekwensi hukumnya adalah bahwa sang suami masih mempunyai hak untuk 

kembali ke istrinya, tanpa perlu mengadakan aqad nikah baru. Sebaliknya, jika itu 

berarti jatuh tiga talak, dan ini disebut ha 'in, maka sang suami hanya dapat 

kembali (rujuk) kepada bekas istrinya setelah istrinya itu menikah dengan pria 

lainnya, dan telah menceraikannya lagi (muhallil). Dalam hal ini, sang suami 

lama, hams mengadakan aqad nikah baru lagi dengan mantan istrinya itu.22 

Masalah lain yang menarik perhatian adalah fatwa tentang perkawinan 

beda agama. Fatwa ini menjadi menarik karena tidak membolehkan perkawinan 

beda agama di Indonesia, padahal baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab­

kitab fikih klasik perkawinan beda agama ini dibolehkan. Di sinilah letak 

radikalnya fatwa MUI ini, di mana fatwa MUI tersebut telah beranjak dari apa 

yang diatur dalam nash maupun dalam kitab-kitab klasik yang ada. Fatwa di 

bidang ini pada akhimya tentu akan memberikan pengaruh, baik langsung maupun 

tidak kepada hakim-hakim Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. 

Penelitian yang secara khusus berkaitan dengan Pengadilan Agama adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis dalam disertasinya yang 

berjudul "Islamic Justice in Transition: a Socio Legal Study of the Agama Court, 

Judges in Indonesia."23 Penelitian ini dikhususkan pada aspek historis dari 

22/bid. 

~ur Ahmad Fadhil Lubis, "Islamic Justice in Transition: a Socio Legal Study of the Agama 
Courts Judges in Indonesia." Disertasi, University of California. Los Angeles, 1994. 
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Pengadilan Agama, dengan mengambil objek kajian mengenai masa transisi yang 

dialami Pengadilan Agama. Ada tiga aspek menurut penulisnya yang ikut 

mempengaruhi masa transisi ini. Ketiga aspek itu adalah aspek Pengadilan Agama 

sebagai institusi, substansi dan prosedur hukum, serta masalah hakim. Ketiga 

faktor tersebut menurut penulisnya menjadi faktor-faktor yang sangat 

mempengaruhi dalam pengembangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan 

Agama mengalami transisi menuju yang lebih baik. 

Penelitian lain dilakukan oleh Iskandar Ritonga yang dituangkan dalam 

disertasinya yang berjudul Hak-hak Wanita dalam Putusan-putusan Peradilan 

Agama DK.I Jakarta 1990-1995.24 Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah 

hak-hak wanita yang diatur dalam hukum keluarga Islam Indonesia telah 

diimplementasikan secara proporsional dalam setiap putusan-putusan Pengadilan 

Agama, dan apakah putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim 

Pengadilan Agama itu berprespektif gender. Adapun kasus-kasus yang dijadikan 

objek dari studi terdiri dari 9 kasus, yaitu itsbat nikah, izin poligami, pembatalan 

perkawinan, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, pembagian warisan antara 

laki-laki dan wanita dengan formula satu-satu, warisan bagi cucu yang yatim (ahli 

waris pengganti), dan warisan bagi anak angkat. Sedangkan lokasi penelitiannya 

dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama yang ada di wilayah Pengadilan 

Tinggi Agama DKI Jakarta. 

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amir Muallim dalam 

disertasinya yang berjudul ''Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan 

Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan 

PTA Semarang 1991-1997."25 Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui 

~tonga, Iskandar, "Hak-hak Wanita Dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-
1995", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2003. 

25 Amir Muallim, "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam 
di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang 1991-1997)", Disertasi, Program 
Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, 2002. 
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bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim Pengadilan 

Agama se-Jawa Tengah dan PTA Semarang dalam memutus perkara di 

pengadilan, juga untuk mengetahui apakah ada kontribusi jurisprudensi Peradilan 

Agama sebagai dasar bagi pengembangan Hukum Islam di Indonesia, terutama 

dalam bidang legislasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak 

pada objek kajiannya. Penelitian Amir Muallim secara khusus menganalisis pada 

kasus-kasus perkawinan dan kewarisan saja. Di bidang perkawinan, meliputi 

kasus-kasus poligami, pembatalan dan pencegahan perkawinan, cerai talak dan 

cerai gugat dan pemeliharaan anak (hadhanah). Perbedaan lainnya terletak pada 

lokasi penelitian, di mana penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengambil 

lokasi di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi 

Agama Semarang, sedangkan lokasi penelitian yang penulis lakukan berada di 

Pengadilan Agama yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Padang. 

Karya yang menyoroti secara khusus tentang yurisprudensi Peradilan 

Agama adalah buku karya Satria Effendi M. Zein yang berjudul Problematika 

Hukum Keluarga Islam Kontemporer.26 Buku ini merupakan kumpulan tulisan 

yang menganalisis putusan-putusan Peradilan Agama yang pemah dipublikasikan 

di dalam majalah Mimbar Hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Depag RI dari tahun 1990-2001, mulai Nomor 2 Tahun I 

sampai dengan Nomor 50 Tahun XIII, 2001. 

Putusan-putusan pengadilan tingkat pertama hingga banding yang 

dianalisis dalam buku ini terdiri dari 33 kasus perkara, dan terdiri dari tujuh 

bidang, yaitu bidang perkawinan, perceraian, harta bersama, hadhanah dan 

perwalian, kewarisan, perwaqafan, hibah dan juga wasiat Di bidang perkawinan 

26Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis 
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004), Cet I. Buku ini 
diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI. 
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mencakup 3 kasus, yaitu, perkawinan melalui telepon, pembatalan perkawinan 

dan pemikahan di bawah tangan. Di bidang harta bersama mencakup 3 kasus, 

yaitu talak dan harta bersama, pembagian harta bersama dan hak istri pertama 

terhadap harta bersama. Di bidang perceraian mencakup 4 kasus, cerai gugat 

akibat suami tidak memberi ~ cerai gugat akibat suami poligami, cerai gugat 

akibat tidak ada keturunan, dan gugatan natkah. 

Bidang hadhanah dan perwalian mencakup 5 kasus. Lima kasus tersebut 

adalah syarat beragama Islam bagi yang melakukan hadhanah, syarat dapat 

dipercaya dan berakhlak baik bagi yang melakukan hadhanah, hak hadhanah 

akibat perceraian, apakah kesibukan kerja di luar rumah membatalkan hak 

hadhanah dan wali anak di bawah umur. Dalam bidang waris diuraikan I 0 kasus, 

yaitu kriteria harta tirkah, kesaksian dalam sengketa kewarisan, sengketa waris 

akibat keterlambatan pembagian tirkah kewarisan, menyikapi perbedaan madzhab 

dalam masalah kewarisan, pembuktian dalam sengketa kewarisan, bukti saksi dan 

surat perjanjian dalam sengketa kewarisan, pembagian waris secara kekeluargaan, 

tirkah berupa dana asuransi dan kedudukan wasiat kepada ahli waris. Di bidang 

wasiat, wakaf dan hibah dikemukakan 8 kasus, yaitu wasiat pembagian harta 

waris, saksi dan ikrar dalam wakaf, tukar-menukar tanah wakaf, wakaf mutlak dan 

wakaf bersyarat, wakaf al-ahly dan wakaf al-khairy, kedudukan ijab dan kabul 

dalam hibah, kedudukan kesaksian atas ikrar hibah dan pembuktian dengan 

seorang saksi dan sumpah dalam hibah. Kasus-kasus yang disebutkan di atas 

berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. 

Kajian komparatif vertikal sangat menonjol dalan kajian M. Zein di atas. 

Kajian komparatif vertikal tersebut dilaksanakan melalui perbandingan masalah 

hukum yang dihadapi dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Akan 

tetapi, salah satu kelemahan dari analisis-analisis ini menurut M. Atho Mudzhar 

adalah tidak melakukan kajian komparatif secara horizontal. Kajian komparatif 

horizontal adalah dengan membandingkan pembahasannya dengan peraturan 
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perundang-undangan tentang Hukum Keluarga yang berlaku di negeri-negeri 

muslim di dunia modem sekarang ini. Padahal, perbandingan seperti itu amat 

diperlukan, agar para pemikir Hukum Islam ticlak sendirian di dalam melakukan 

terobosan-terobosan pemikiran hukumnya. 27 

Demikianlah beberapa studi yang menyoroti tentang yurisprudensi dalam 

Islam, baik yurisprudensi yang secara khusus memperbincangkan putusan-putusan 

Peradilan Islam, maupun putusan-putusan yang dihasilkan oleh Peradilan Agama 

di Indonesia. Namun, dari beberapa studi yang telah dikemukakan tersebut belum 

ditemukan studi yang secara khusus membicarakan tentang yurisprudensi 

Peradilan Agama yang berasal dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Sumatera 

Barat. 

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang putusan-putusan Pengadilan 

Agama dilakukan di lokasi yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian 

Iskandar Ritonga misalnya meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama yang ada 

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama OKI Jakarta. Meskipun beberapa 

kasus yang diangkat ada kesamaan, namun aspek tinjauannya berbeda. Pada 

penelitian Iskandar Ritonga yang menjadi sorotan utama terletak pada sejauh 

mana putuS8n-putusan itu telah menguntungkan atau merugikan hak-hak kaum 

perempuan, sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada dasar-dasar 

yang dijadikan dalil dalam memutuskan putusan serta pada corak putusan dall 

nuansa pembaharuan yang ditemukan dalam putusan-putusan yang dilahirkan. 

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Amir Muallim. Perbedaannya 

terletak pada kasus-kasus yang diangkat clan pada lokasi penelitiannya yang 

mengambil daerah penelitian pada Pengadilan Agama se-Jawa Tengah clan 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 

27M. Atho Mudzhar, "Peranan Analisis Yurisprudensi dalam Pengembangan Pemikiran Hukum 
Islam," Satria Effendi M. Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi 
dengan Pendekalan Ushuliyah, (Jakarta: Penerbit Prenada Media, 2004~ Cet I, him. xiii. Buku ini 
diterbitkan atas kerja sama Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang Depag RI. 
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Suatu penelitian yang pernah dilakukan di daerah Minangkabau adalah 

penelitian Amir Syarifuddin. Akan tetapi, penelitian Amir Syarifuddin hanya 

mengkhususkan pada kasus penyelesaian waris di lokasi yang sangat terbatas. 

Berbeda halnya dengan penelitian ini yang mempunyai lokasi penelitian yang 

lebih luas, yaitu mencakup Pengadilan Agama Padang, Bukittinggi, Batusangkar, 

Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian 

ini juga relatif lebih banyak, mulai dari kasus izin dan dispensasi kawin, izin 

poligami, tuntutan nafkah, cerai talak dan cerai gugat, kemudian ditambah pula 

dengan kasus-kasus di bidang kewarisan, wakaf dan hibah. Dari kasus-kasus yang 

diangkat dalam penelitian ini nantinya selain akan tergambar bagaimana 

karakteristik dari putusan-putusan Pengadilan Agama, juga akan dikemukakan 

apakah ditemukan nuansa pembaharuan pemikiran Hukum Islam yang 

terartikulasikan lewat putusan-putusan yang ada. Di sinilah letak perbedaan dari 

studi ini dengan studi-studi lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori dalam penelitian ini bertitik tolak dari ketentuan pasal 60-

64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 

60-64 UU tersebut dinyatakan sebagai berikut: 

1. Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60). 

2. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding 
oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan 
lain (Pasal 61 ). 

3. Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan­
alasan dan dasar-dasamya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari 
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum talc tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 62 ayat I); Tiap penetapan 
dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang 
memutus serta Panitera yang ikut bersidang pa<ia waktu penetapan dan 
putusan itu diucapkan (Pasal 62 Ayat 2); Berita Acara tentang 
pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang (Pasal 
62 Ayat 3). 
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4. Atas penetapan clan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan 
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara (Pasal 63). 

5. Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, 
pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amamya 
menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu 
meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (Pasal 64). 28 

Berdasarkan ketentuan Pasal 60-64 Unclang-unclang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dapat diketahui bahwa ada dua jenis produk yang 

dihasilkan Peradilan Agama, yaitu putusan clan penetapan. Adapun yang 

dimaksud dengan putusan adalah pemyataan hakim yang dikeluarkan dalam 

bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, 

sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contensius).29 Putusan (vonnis) 

dikenal sebagi produk peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction contentiosa). 

Sedangkan penetapan merupakan produk pengadilan dalam arti bukan peradilan 

yang sesungguhnya (jurisdiction voluntaria), karena hanya terdapat satu pihak 

saja, yaitu pemohon yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan tentang 

sesuatu tanpa adanya lawan berperkara. 30 

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan ada 2 

macam, yaitu (i) putusan akhir dan (ii) putusan sela. Putusan akhir ialah putusan 

yang mengakhiri pemeriksaan di persiclangan, baik yang telah melalui semua 

tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap 

pemeriksaan. Putusan akhir juga berarti putusan yang dijatuhkan sebelum sampai 

tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, 

seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak 

menerima dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang 

28Rumusan Pasal 60-64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
tidak mengalami perubahan (tetap seperti semula) dalam Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. 

29 A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1999), Cet. I, him. 245. 

3°Cik Hasan Bisri, MS., Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 
Cet II, him. 238-239. 
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memeriksa. Tetapi, semua itu belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara 

keseluruhan, melainkan baru pada ta.hap awal saja Semua putusan akhir dapat 

dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan putusan 

sela ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara 

dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan ini tidak 

mengakhiri pemeriksaan, akan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan 

jalannya pemeriksaan. 31 

Ditinjau dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, 

putusan dibagi ke dalam 3 macam, yaitu (i) putusan gugur, (ii) putusan verstek,32 

dan (iii) putusan kontradiktoir.33 Jika dilihat dari segi isinya terhadap 

gugatan/perkara, ada 2 macam, yaitu (i) putusan positif, dan (ii) putusan negatif. 34 

Bila dilihat dari sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka putusan 

dibagi kepada 3 macam, yaitu (i) putusan deklaratoir,35 (ii) putusan konstitutif, 36 

31A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, him. 246-247. 
32Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena 

penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum 
tahap pembacaan gugatan/permohonan. Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena 
tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam 
sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahap pembacaan gugatan sebelum tahap jawaban tergugat, 
sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi 
dan patut Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet). Tergugat tidak 
boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecualijika penggugat yang 
banding. Ibid, hlm. 249-250. 

33Putusan kontradiktoir ialah putusan akhir yang pada saat dijatubkan/diucapkan dalam sidang tidak 
dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik 
penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. 
Ibid., him. 251. 

34Putusan positif ialah apabila hakim telah memeriksa pokok perkara, sehingga putusannya bisa 
berupa mengabulkan dan juga bisa menolak. Sedangkan putusan negatif ialah apabila hakim belum 
memeriksa pokok perkara yakni bisa NO atau tidak berwenang mengadili. 

35Putusan deklaratoir ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu 
keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan 
hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum dan sebagainya. Putusan seperti ini biasanya berbunyi, "Menyatakan," dan tidak memerlukan 
eksekusi. Putusan ini juga tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru titelainkan hanya memberikan 
kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Misalnya dalam permohonan itsbat nikah. Ibid., 
him. 254. 

36 Putusan konstitutif ialah suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan hukum baru, berbeda 
dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya, putusan perceraian dan putusan pembatalan perkawinan dan 
sebagainya Sebelum diputus cerai, mereka masih suami-istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya, 
perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau 
hubungan keperdataan satu sama lain, dan putusan seperti ini juga tidak memerlukan eksekusi. Biasanya 
putusan jenis ini diterangkan dengan bentuk putusan, dengan bunyi "Menetapkan" atau "Memutuskan", 
misalnya "Memutuskan Perkawinan" atau "Membatalkan Perkawinan." Ibid, him. 255. 
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dan (iii) putusan kondemnatoir.37 Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka 

putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu (i) kekuatan mengikat, (ii) 

kekuatan pembuktian, dan (iii) kekuatan eksekutorial. 38 

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang 

berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan 

menghormati putusan. Mengikat di sini dalam dua pengertian, yaitu dalam 

pengertian positif dan negatif. Mengikat dalam arti positif adalah bahwa apa yang 

telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicato pro veritate habetur), 

dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti 

negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pemah 

diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang 

sama (nebis in idem).39 Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan 

mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat 

hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. Pihak yang satu dapat 

menuntut pemenuhan putusan kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk 

memenuhi dan mentaati dapat menimbulkan akibat hukum.40 

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah diperoleh 

kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim 

menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat di dalamnya. Sejalan dengan 

sifat kekuatan mengikat yang melekat pada putusan pengadilan, dengan 

sendirinya, menurut M. Y ahya Harahap, melekat pula nilai kekuatan pembuktian 

yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapat hak dari 

mereka, dan ahli waris mereka. Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di 

37Putusan kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi 
prestasi. Putusan jenis ini terdapat pada perkara kontentius, dengan bunyi "Menghukum." Putusan jenis ini 
memerlukan eksekusi, dan manakala pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela, 
maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force) oleh 
pengadilan yang memutuskannya. Putusan ini dapat berupa penghukuman (i) menyerahkan suatu barang, (ii) 
membayar sejumlah uang, (iii) melakukan suatu perbuatan tertentu. (iv) menghentikan suatu 
perbuatanlkeadaan, (v) mengosongkan tanah/rumah. Ibid., him. 255. 

38 Ibid., hlm. 264. 
39Ibid. 

~- Y ahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang 
Nomor 7Tahun1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), Cet. II, him. 345. 
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kemudian hari dan sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah 

tercantum dalam putusan. 

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dapat dipergunakan sebagai 

alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian 

yang terkandung di dalamnya bersifat "sempuma" ( volledig), "mengikat" 

(bindede) dan ''memaksa" (dwingend). Bahkan dalam putusan tersebut melekat 

unsur nebis in idem sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUH 

Perdata. 41 Apabila kelak lawan mengajukan gugatan mengenai pihak-pihak yang 

sama, objeknya sama serta dalil gugatnya sempuma dengan apa yang tercantum 

dalam putusan, di samping putusan mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bifdende en dwingend bewijskracht), 

di dalam putusan juga telah terkandung unsur nebis in idem, yang mengakibatkan 

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 42 

Sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang 

berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan 

tercantum amar yang bersifat condemnatoir, maka dalam putusan tersebut melekat 

kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang kalah tidak mau mentaati putusan secara 

sukarela, putusan dapat dijalankan dengan pakSa berdasar ketentuan Pasal 195 

HIR atau Pasal 206 RBg. Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan 

bahwa keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada para 

pihak. Di samping berkekuatan mengikat juga menuntut pentaatan dan 

pemenuhan. Pihak yang dijatubi hukuman mesti taat dan memenuhi bunyi 

putusan. Pentaatan dan pemenuhan dapat dilakukan pihak yang dihukum dengan 

sukarela. Tetapi kalau dia tidak mau mentaati dan memenuhi secara sukarela, 

pihak yang menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui ketua 

pengadilan yang bersangkutan. 

41 Ibid., him. 346. 
42Hal yang seperti itu antara lain dapat dilihat dalam Putusan MA Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 

3-10-1973. Putusan ini menyatakan, karena perkara yang digugat sama dengan perkara yang terdahulu, baik 
mengenai dalil gugatan maupun objek dan subjek perkara, sedang putusan yang terdahulu tersebut telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, di dalamnya sudah terkandung unsur nebis in idem, dan gugatan harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. Ibid. 
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Ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap clan pihak 

yang kalah sudah di "aanmaning'' atau diperingati dalam tempo paling lama 

delapan hari tidak juga memenuhi bunyi putusan, terwujudlah dalam putusan 

kekuatan eksekutorial ( excecutorial kracht). Pihak yang berkepentingan dapat 

mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal ini, Ketua 

Pengadilan berwenang memerintahkan clan memimpin pelaksanaan putusan. 

Untuk itu, dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada juru sita. Akan 

tetapi, bila putusan tidak mengandung amar yang bersifat kondemnatoir, dan 

amarnya bersifat deklaratif, dalam putusan tidak melekat kekuatan eksekutorial. 

Misalnya, terjadi sengketa antara suami-istri mengenai harta bersama. Ternyata 

putusan pengadilan hanya menyatakan harta terperkara adalah harta bersama 

antara suami dan istri. Tidak ada amar lain yang menghukum atau memerintahkan 

pembagian. 

W alaupun putusan tersebut lahir dari gugat contentiosa, maka tidak dapat 

dieksekusi. Amar putusan hanya bersifat deklaratif, dan amar deklaratif tadi, tidak 

dibarengi dengan amar condemnatoir, sehingga putusan tidak memiliki kekuatan 

eksekutorial. Untuk melengketkan daya kekuatan eksekutorial dalam kasus 

dimaksud, harus lagi diajukan gugat baru berupa permintaan pembagian. Jika 

tidak diajukan gugat baru, selamanya putusan tidak dapat dijalankan melalui 

eksekusi. Kecuali pihak yang kalah mau melaksanakan dengan sukarela, lain 

soalnya Tetapi menurut pengalaman, mana ada pihak yang berperkara mau 

melaksanakan putusan dengan sukarela. Sedangkan putusan yang bersifat 

condemnatoir jarang bersedia melaksanakan secara sukarela, konon pula kalau 

putusan bersifat deklarator.43 Pada sisi lain, tujuan dari putusan di Peradilan 

Agama tiada lain adalah agar perkara menjadi selesai, perkara tidak berstatus 

sebagai perkara lagi. 44 Kemudian dilihat dari hukum formilnya, putusan adalah 

produk pengadilan yang tidak tiba-tiba muncul. Ada proses clan aturan main yang 

secara terperinci telah ditentukan oleh peraturan perunclang-unclangan.45 

43/bid., him. 346-347. 
44Zuffran Sabrie, "Putusan," Mimbar Hukum, Nomor 25, Tahun 2004, him. 60. 
45/bid. 
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Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, ada tiga unsur yang 

menjadi fokus perhatian publik. Tiga unsur yang menjadi fokus perhatian publik 

tersebut adalah hakim yang memeriksa clan memutus perkara, hukum yang 

dijatuhkan dalam penyelesaian kasus/perkara, clan pihak-pihak/pelaku dalam 

perkara tersebut. Hakim sebagai pemegang otoritas mutlak yang melahirkan 

produk Pengadilan Agama berperan sebagai penegak hukum clan keadilan. Di 

tangan hakimlah nasib seseorang ditentukan, sehingga hakim menjadi tumpuan 

terakhir bagi masyarakat pencari keadilan dan kebenaran. Untuk i~ dalam 

melaksanakan kewenangannya, seperti yang diatur dalam Pasal 27 Undang­

unclang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan, hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Agar seorang hakim 

dapat menjalankan tugas pokoknya dengan baik, Busthanul Arifin mensyaratkan 

agar seorang hakim haruslah learned in law (alim dalam ilmu hukum), clan skilled 

in law (terampil dalam melaksanakan hukum). Kecuali harus memahami substansi 

clan arti hukum, hakim juga harus terampil dalam penerapan hukum. Di tangan 

hakim, ilmu hukum menjadi applied science. Para hakimlah yang memberi nyawa 

clan hidup kepada pasal-pasal undang-unclang clan peraturan yang terdiri dari 

huruf-huruf mati itu. 46 

Dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadhi, jelas Amir Syarifuddin, 47 

hakim agama terikat pada ketentuan-ketentuan, baik dalam peraturan perundangan 

maupun hukum agama yang keduanya pada dasarnya saling melengkapi. Hakim 

agama, sebagaimana dituntut oleh Pasal 27 Unclang-unclang Nomor 14 Tahun 

1970, dituntut untuk mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, yang secara tidak langsung menuntut kemampuan berijtihad bagi 

sesorang hakim, karena tanpa kemampuan itu dia tidak akan mungkin menggali 

hukum dalam masyarakat. 

~usthanul Arifin, "Alim dalain Ilmu Hukum, Terampil dalam Melaksanakan Hukum," Bustanul 
Arifin (Ed.), Pelembagaan Hulwm Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 1996), Cet. I, him. 113. 

47 Amir Syarifuddin, "Hakim Pengadilan Agama: Hakim di Mata Hukum, Ulama di Mata Masyarakat, " 
Maka/ah.Seminar Sehari Tentang Potret Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dilaksakan oleh 
Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Agama, (Jakarta, 9 Agustus 1990), him. 2-4. 
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Pentingnya kemampuan berijtihad bagi seorang hakim disebabkan karena 

dalam kenyataannya teks hukum dan penmdang-undangan begitu terbatas, statis 

dan tidak mudah diubah, sedangkan kehidupan masyarakat yang perlu diatur oleh 

hukum berkembang pesat. Oleh karena itu, hakim harus berfikir dan berbuat 

secara kontekstual dan menjauhkan diri dari sikap tekstual. Dalam keadaan 

tertentu, hakim harus berani keluar dari teks yang ada bila hasil ijtihad 

menentukan lain dari teks yang berlaku selama yang demikian masih beredar 

dalam lapangan masalah ijtihadiyah. Abu Zahrah membagi ijtihad kepada empat 

macam. 48 Pertama, ijtihad mustaqil, 49 kedua, ijtihad muntasib, 50 ketiga, ijtihad 

tarjih,51 dan keempat, ijtihadji al-mazhab. Dari keempat bentuk ijtihad tersebut, 

menurut Satria Effendi, 52 seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad 

istinbathy dan juga ijtihad tathbiqy. 53 Namun, dari keempat tingkatan ijtihad 

tersebut, yang relevan dengan tugas hakim dalam kondisi pengadilan sekarang ini 

adalah ijtihad bentuk ketiga dan keempat. Ijtihad bentuk ketiga, yaitu ijtihad al­

tarjih, diperlukan pada pengadilan yang belum mempunyai buku undang-undang 

secara khusus, dalam arti masih berpedoman kepada berbagai macam kitab fikih, 

seperti di Pengadilan Agama di Indonesia sebelum tersusunnya Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dan seperti di pengadilan perdata di Saudi Arabia. Hakim pada 

pengadilan dalam kondisi tersebut dituntut kemampuannya untuk mentarjih 

pendapat mana di antara pendapat-pendapat yang tersedia untuk diterapkan. 

Mentarjih atau memilih suatu pendapat bukan saja didasarkan atas kuatnya dalil, 

48Muhammad Abu Zabrah, Ushul al-Fiqh, (K.airo: Dar al Filer al-'Araby, 1957), hlm. 92; Lihat juga Amir 
Syarifuddin, Ushul Fiqh, him. 274-276. 

49Ijtihad yang dilakukan seseorang yang mempunyai metodologi tersendiri dan mandiri dalam memproduk 
hukum, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. 

'°ijtihad muntasib, yaitu mujtahid yang dalam berijtihad mengacu kepada metode imam mazhab tertentu, 
kendatipun dalam produk hukum tidak mesti sama 

511jtihad tarjih, yaitu berijtihad dalam bentuk membandingkan mazhab-mazhab yang telah ada, pendapat mana 
yang dinilai kuat dalilnya dan dapat dipakai. 

52Satria Effendi M. Zein, ljtihad dan Hakim Pengadilan Agama, him. 43-51. 
53ljtihad istinbathy adalah ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah 

ditentukan. ljtihad ini secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ularna yang berfungsi mencari hukum furu' yang 
amaliah dari dalilnya yang terinci. Imam mujtahid yang populer itu tennasuk dalam kelompok ini. Sedangkan ijtihad 
tathbiqy adalah kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum basil 
temuan mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dalam kejadian yang muncul 
kemudian tersebut ditetapkan hukumnya dengan menghubungkannya kepada hukum yang telah ditetapkan imam terdahulu. 
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, him. 266. 
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tetapi yang penting diutamakan adalah pendapat mana yang lebih cocok dan lebih 

mendatangkan maslahat dalam menyelesaikan suatu perkara. 54 

Ijtihad bentuk keempat yaitu ijtihad fl al-mazhab. Ijtihad bentuk ini sangat 

diperlukan pada pengadilan di mana hakim telah dibekali dengan buku pedoman 

khusus, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Inti dari ijtihad bentuk ini 

adalah kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah 

tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak 

akan ragu dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada suatu kasus 

secara eksplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi. Usaha pengembangan 

hukum dalam undang-undang biasa disebut dengan takhrij al-ahkam 'ala nash al­

qanun, yakni pengembangan hukum berdasarkan teks undang-undang. Metode 

yang digunakan antara lain dengan analogi ( qiyas ), dalam arti bilamana inti 

permasalahannya sama, maka hukumnya dapat disamakan pula. Pada analogi 

bentuk ini yang akan dijadikan maqis 'alaih (asal tempat mengqiyaskan) bukan 

hanya teks al-Qur'an atau Hadis, tetapi juga teks hukum yang terdapat dalam KHI 

yang pada hakikatnyajuga disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah. 

Selain kemampuan untuk melahirkan hukum, seorang hakim juga dituntut 

untuk mampu menerapkan hukum (ijtihad tathbiqy). Dalam kaitan ini, seorang 

hakim selain betul-betul mengetahui bentuk hukum syar'i, selanjutnya harus 

mampu menerapkannya secara benar pada suatu kasus yang dihadapi. Di sini yang 

diperlukan adalah kemampuan seseorang dalam melihat suatu kasus, bentuk 

hukum yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan. Ijtihad bentuk ini 

menyangkut pengamalan syari'at Islam ke dalam kehidupan konkrit. Oleh sebab 

itu, kata Syathibi seperti dikutip oleh Satria Efendi, ijtihad bentuk ini tetap relevan 

sepanjang waktu, selama umat Islam hendak mengamalkan agamanya. ss 

/jtihad tathbiqy meliputi berbagai aspek yang menyangkut dengan 

mengadili perkara dan penerapan hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, jelas 

Satria Effendi, ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan oleh hakim 

Pengadilan Agama. Kemungkinan pertama adalah melakukan penafsiran terhadap 

kata atau redaksi dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. 

54Satria Effendi M. Zein, ljtihad dan Hakim Pengadilan Agama, him. 46·47. 

SS/bid., him. 49. 
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Untuk membantu para hakim, perlu merujuk kepada literatur-literatur fikih yang 

terjangkau dari berbagai mazhab. Dalam hal ini, pengembangan hukum sangat 

mungkin dilakukan, karena sifat Kompilasi Hukum Islam yang ringkas tetapi 

kemungkinan bersifat umum itu. Rincian permasalahannya dapat dilihat di dalam 

buku-buku fikih yang lebih besar, dan dalam mengadakan penafsiran itu, hukum 

kebalikan dari satu redaksi (majhum mukhalafah) di satu kali dapat difungsikan. 

Kemungkinan kedua adalah melakukan analogi dengan menyamakan 

hukum kasus baru yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional di 

dalam rumusan-rumusan hukum yang sudah tersedia dengan alasan ada 

persamaan substansinya Dalam hal ini yang diperlukan adalah, kemampuan 

seorang hakim untuk menangkap alasan-alasan rasional dari sebuah rumusan 

hukum. Apabila alasan rasionalnya sudah dapat diketahui, maka sebuah teks 

hukum bisa menjangkau berbagai kasus yang mengandung unsur rasional yang 

sama. 

Kemungkinan ketiga yaitu membuat hukum pengecualian. Ketika 

seseorang akan menerapkan hukum yang sudah siap pakai kepada sebuah kasus, 

pada satu kali subyek yang terlibat dalam kasus itu sedang tidak siap menerima 

hukum yang seperti itu, atau akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Dalam 

kasus yang seperti ini perlu diadakan hukum pengecualian seperti terdapat dalam 

konsep metode istihsan. Istihsan merupakan metode ijtihad dalam bentuk 

pengecualian hukum dalam kasus tertentu untuk menghindarkan mafsadat yang 

lebih besar disebabkan penerapan suatu hukum. Dalam hal ini, hakim harus siap 

mencarikan hukum yang lain yang lebih cocok untuk diterapkan pada kasus 

tersebut, dan apabila rumusan hukum itu belum tersedia, hakim hendaklah mampu 

membentuk ketentuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Kemampuan seorang hakim untuk membentuk hukum baru diperlukan, 

terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terjangkau oleh hukum 

yang ada, dengan berlandaskan kepada kemaslahatan. Dalam hal ini, modal yang 
' 

sangat berharga adalah adanya izin dari syari 'at Islam kepada hakim yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sesuai dengan tugasnya di 

pengadilan, dengan menggunakan berbagai instrumen yang sifatnya membantu, 
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misalnya dengan memfungsikan adat setempat selama adat itu tidak bertentangan 

dengan al-Qur' an dan Sunnah Rasulullah. 56 

Agar hakim agama mampu melaksanakan hal-hal yang disebutkan di atas, 

sekaligus berupaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat, itu berarti bahwa seorang hakim agama harus dapat 

memahami semua variasi kitab fikih dari madzhab yang berbeda. Dari hasil 

kerjanya tersebut ia akan dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan 

kesadaran hukum masyarakat Dengan begitu hakim agama haruslah seorang 

ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas baik dalam bidang ushul fikih dan 

juga dalam bidang fikih serta mampu pula memahami kenyataan yang berlaku 

dalam masyarakat. 57 

Seiring dengan itu, Abdul Manan menjelaskan,58 bahwa peran hakim 

dalam membuat hukum baru, hukum buatan hakim - ketika tidak menemukan 

aturan hukumnya dalam perundang-undangan atau aturannya ditemukan tetapi 

diatur secara umum saja - hendaknya harus dititikberatkan pada tujuan dan 

tafsiran filosofis, yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan 

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit dan sekadar berperan menjadi 

mulut undang-undang serta tidak berperan sebagai makhluk yang tidak bemyawa 

(bouche de la loi). 59 Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan 

keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak 

selamanya yang sesuai dengan hukum itu merupakan keadilan (justice). 

Sehubungan dengan hal tersebut, hakim Peradilan Agama harus mampu 

berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum baru 

tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu 

56 Satria Effendi M. Zein, Yurisprudensi Peradilan Agama, him. 43-44. 
51 Amir Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama, him. 10. 
58Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), him. 300-301. 
59Dalam Statute Law System yang berwenang secara mutlak mencipta hukurn hanya legislative 

power. Hakim yang menduduki fungsi peradilan hanya mengadili menurut kitab hukum perundang­
undangan. Mereka tidak boleh melakukan penafsiran dan mencari asas dan dasar-dasar hukum lain di luar 
aturan perundang-undangan yang ada. Dalam sistem hukum ini, hakim dipandang sebagai makhluk yang 
tidak berjiwa yang tidak mempunyai hati nurani; hakim tidak ubahnya sebagai robot yang hanya bergerakjika 
digerakkan; hakim hanya sebagai gong gamelan yang hanya berbunyi jika ditabuh, dan hakim hanyalah 
sebagai corong peraturan perundang-undangan. Ahmad Kam.ii dan M. Fa.imm. Kaidah-kaidah Hukum 
Yurisprudensi, (Jakarta: Prenada Media), him. 28-29. 
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clan tempat. 60 Selain itu, hakim Peradilan Agama harus mampu berperan agar 

hukum yang diterapkan itu sesuai dengan kepentingan umum clan kemaslahatan 

masyarakat masa kini. Jika dalam suatu peraturan perundang-unclangan yang telah 

dijadikan hukum positif tidak mengatur secara konkret suatu permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat, hakim harus berperan menciptakan hukum baru yang 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menciptakan 

hukum baru tersebut, hakim wajib menggali, mengikuti clan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa 

para pembentuk peraturan perunclang-unclangan di negeri ini berpendirian bahwa 

hukum itu tidak hanya yang tertuang dalam hukum positif, tetapi juga dapat 

bersumber dari putusan lembaga peradilan yang telah menjadi yurisprudensi. 

Seperti disebutkan sebelumnya, sesuai dengan perkembangan dan 

dinamika masyarakat, beberapa ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fikih 

sudah tidak memadai lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, 

banyak pasal-pasal dalam hukum positif belum jelas dan masih harus diadakan 

penafsiran apabila diaplikasikan untuk dijadikan hukum secara konkret.61 Apabila 

hal tersebut terjadi, maka hakim harus berijtihad untuk menemukan hukum baru 

rooalam hukum umum. metode penafsiran ini dibagi kepada empat, yaitu interpretasi gramatikal, 
sistematis. histories dan teologis. Di samping itu dikenal pula interpretasi komparatif dan interpretasi 
antisipatif Untuk lebih jelasnya mengenai metode penemuan hukum lewat interpretasi ini, dapat dilihat 
dalam Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: LibertY, 2001), Cet. II, 
him. 56-76. 

61Adanya keadaan seperti yang disebutkan di atas, jelas K. Wantjik Saleh, karena peraturan 
perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat peraturan perundangan memberikan ketentuan-ketentuan 
yang bersifat umum. Hal ini disebabkan, karena dalam membuat suatu peraturan perundangan, pembuatnya 
tentulah sulit untuk menjangkau waktu dan keadaan tertentu, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang 
sedang atau akan terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, daya prediksi dari pembuat undang-undang 
sangat terbatas. Oleh karena itu, tidakjarang terdapat peraturan perundangan yang tidak tahan lama, segera 
menjadi tidak berdaya guna, ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka 
pembentukan hukum tidak hanya digantungkan kepada para pembuat peraturan perundangan saja, juga 
kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum. Pembentukan 
hukum oleh pengadilan atau oleh para hakim tentulah berbeda dengan perbuatan dan hasil dari pembuat 
peraturan perundangan. Dalam membuat peraturan perundangan, pembuatnya dapat leluasa dalam memilih 
hukum yang akan dibuatnya, sedangkan para hakim sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus 
yang diajukan kepadanya. Hasilnya adalah munculnya berupa kaedah yang baru yang tadinya belum ada, atau 
dengan meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain. K. Wantjik Saleh, 
Kehalciman dan Peradilan, (Jakarta: Simbur Cahaya, Cet. I, 1976), him. 98. 
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guna diterapkan kepada kasus-kasus tertentu yang dihadapinya, sehingga tidak 

terjadi kekosongan hukum. Dalam menciptakan hukum baru tersebut, para hakim 

harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu harus 

memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga 

hukum yang diciptakan itu dihargai dan dipatuhi oleh pencari keadilan khususnya 

dan masyarakat pada umumnya. 62 

Hakim peradilan agama, dalam melaksanakan ijtihad untuk menemukan 

hukum baru, sama sekali tidak boleh menyimpang dari prinsip maqashid al­

syari 'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.63 Hal ini 

juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rachmat Syafe'i,64 yang 

mengatakan bahwa salah satu standar yang harus dijadikan patokan dalam 

pengkajian dan penerapan suatu hukum adalah kemaslahatan umat. Jjtihad 

seorang ulama mungkin saja akan sesuai dan maslahah untuk masalah yang sama 

pada zaman sekarang. Tetapi kalau dipaksakan penerapannya pada masa sekarang 

belum tentu akan maslahat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. 

Dengan demikian, pemaksaan penerapan suatu hukum fikih yang tidak sesuai 

dengan kemaslahatan umat bukanlah sesuatu yang bijaksana. Lebih lanjut dia 

menambahkan, suatu putusan dari Peradilan Agama yang berdampak kepada 

kemaslahatan masyarakat walupun tidak sesuai dengan hasil ijtihad para ulama 

terdahulu, justru haruslah disyukuri. Itu berarti umat Islam dinamis, tidak pasif 

dan tidak hanya mengandalkan pada pendapat ulama-ulama terdahulu. 

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa betapa besar peranan 

hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan pembaruan Hukum Islam di 

62 Abdul Manan, Reformasi Hu/cum Islam di Indonesia, him. 303-304. 
63Fath al-Daraini, Al-Manahij al-Ushuliyyah ft ljtihad bi al-Ra 'yu ft al-Tasyri ', (Damaskus: Dar al­

Kitab al-Hadits. 1975), him. 28. 
64Rachmat Syafe'i, Yurisprudensi Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama 

Departemen Agama, 1992), him. 33-34. 
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Indonesia lewat ijtihadnya Hakim Peradilan Agama tidak hanya sekadar 

menerapkan hukum tertulis yang ada terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, 

tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, 

diperlukan para hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap peristiwa yang belum 

ada hukumnya dengan berpedoman kepada prinsip keadilan dan kebenaran. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupak:an penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif dimak:sudkan sebagai penelitian yang dilak:sanak:an dengan cara meneliti 

bah.an pustak:a (library researh).65 Pendekatan yang digunak:an adalah pendekatan 

deskriptif dengan memaparkan putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Padang dan ditindak:lanjuti dengan analisis. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilak:sanak:an dengan menggunak:an teknik 

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari 

tulisan. 66 Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer dikumpulkan melalui wawacara yang bersifat menguatkan (sebagai 

pelengkap ). Wawancara ini dilak:ukan terhadap hakim-hakim pada Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta para ahli dalam bidang 

Hukum Islam. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan 

tertier. Data sekunder inilah yang menjadi data utama dalam penelitian ini. Bahan 

65Penelitian hukum nonnatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto dan 
Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tirifauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 
2001, him. 13-14. 

~anto Adi memakai istilah studi dokumenl/iterature study. Rianto Adi, Metodologi Penelitian 
Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), him. 61. 
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hukum primer dalam penelitian ini di antaranya adalah Undang-undang Nomor I 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, dan putusan-putusan pengadilan agama. Bah.an hukum 

sekunder terdiri dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah, jurnal, basil 

penelitian yang berkaitan dengan seluk-beluk putusan pengadilan agama. 

Sedangkan bah.an hukum tertier adalah bah.an hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bah.an hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus dan eksiklopedi. 

Bah.an hukum yang merupakan putusan pengadilan agama diambil empat 

pengadilan tingkat pertama dari 16 pengadilan tingkat pertama yang ada di 

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Empat Pengadilan Agama di 

Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian ini adalah: 

a. Pengadilan Agama Padang. Pengadilan ini diambil karena Padang adalah 
ibukota Propinsi Sumatera Barat sekaligus mewakili daerah kota. 

b. Pengadilan Agama Batusangkar. Batusangkar ini adalah bekas pusat 
kerajaan Pagaruyung yang terkenal kuat dengan adatnya sekaligus 
mewakili daerah kabupaten. 

c. Pengadilan Agama Bukittinggi. Bukittinggi adalah bekas ibukota 
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang juga kuat dengan adatnya, 
juga mewakili daerah kota. 

d. Pengadilan Agama di Payakwnbuh, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota 
salah satu dari luhak yang tiga, Luhak Agam, Tanah Datar dan Lima Puluh 
Kota juga mewakili daerah kabupaten. 

Produk putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim Pengadilan 

Agama sejak berdirinya Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Barat cukup 

banyak. Untuk itu, dalam penelitian ini dibatasi hanya meneliti putusan-putusan 

yang dihasilkan dari tahun 1989-1997. Putusan-putusan sebelum dan sesudah 

tahun tersebut tidak menjadi objek kajian dari penelitian ini. Sedangkan total 

perkara berjumlah 9685 perkara, dengan rincian seperti terlihat dalam tabel I 

berikut ini: 
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Tabel 1: 

Distribusi Perkara di Wilayah PTA Padang 

Tahun 1989-1997 

No. Jenis Perkara Jumlah Persentase 

1. Izin & Dispensasi Nikah 31 0.32% 

2. Izin Poligami 74 0.76% 

3. Perkara Tuntutan Nafkah Istri 27 0.27% 

4. Perkara Cerai Talak 4159 42.94% 

5. Perkara Cerai Gugat 5322 54.95 % 

6. Perkara Sengketa Waris & PAW 66 0.68% 

7. Perkara Sengketa Wakaf 1 0.01 % 

8. Perkara Sengketa Hibah 5 0.05% 

Jumlah 9685 99.98% 

Swnber: Statistik Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 1989-1997. 

Adapun perkara yang dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut melalui 

penelitian berjumlah 317 putusan. Perkara tersebut seperti terlihat pada tabel 2 di 

bawah ini: 

Tabel 2: 

Distribusi Perkara yang Diperoleh 

No. Jenis Perkara Jumlah Persentase 

1. Izin & Dispensasi Nikah 4 1.Lo % 

2. Izin Poligami 21 6.62% 

3. Perkara Tuntutan Natkah Istri 11 3.49% 

4. Perkara Cerai Talak 115 36.27% 

5. Perkara Cerai Gugat 150 47.32 % 

6. Perkara Semtlceta W aris & PAW 12 3.78% 

7. Perkara Semzketa W akaf 1 0.32% 

8. Perkara Sengketa Hibah 3 0.95% 

Jumlah 317 99.99% 

Sumber: Putusan-putusan Pengadilan Agama pada Wilayah Hukum PTA Padang 1989-1997 yang diperoleh 
dari lapangan. 
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Pengambilan perkara seperti yang terlihat dalam tabel di atas berdasarkan 

pertimbangan bahwa perkara yang diambil tersebut cukup mewaktli tiap-tiap jenis 

perkara Bahkan di antara jenis perkara diambil berdasarkan pertlmbangan bahwa 

hanya sebanyak itu perkaranya. Hal yang terakhir ini terlihat pada perkara dalam 

jenis sengketa wakaf. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dikategorikan kepada non 

probability random sampling yaitu dengan menggunakan sampel kuota yang 

mana masing-masing jenis perkara dibenlam kuota/jatah untuk diteliti. Dasar 

pengambilan sampel seperti ini adalah berdasarkan pertimbangan bahwa putusan­

putusan Pengadilan Agama terdiri dari berbagai kriteria. Agar setiap kriteria 

putusan dapat diteliti tanpa satupun yang terabaiKan, perlu ditetapkan bahwa 

masing-masing kriteria yang ada ditentukan bagiannya untuk diteliti. Besarnya 

jumlah kuota (perkara) untuk masing-masingjenis perkara ditentukan olehjumlah 

perkara dimaksud. Jika jenis perkara yang banyak jumlahnya maka kuotanya juga 

banyak, begitu juga sebaliknya. 

4. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh setelah dildasifikasikan dianalisis dengan 

mempergunakan metode analisis isi (content analysis).67 Content analysis 

dipergunakan untuk mengelaborasi sejauh mungkin aspek isi, dan menganalisa 

sudut kedalaman dan keluasan materi setiap putusan Pengadilan Agama, 

khususnya dari segi istinbath dan argumen hukumnya, serta bagaimana wacana itu 

dibicarakan ulama terdahulu dengan argumen yang melatarbelakanginya. Selain 

mempergunakan analisis isi, juga dipergunakan analisis komparatif, baik 

67Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta:. 2003), eel II, him. 
13-14. 
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komparatif vertikal maupun horizontal. Komparatif vertikal dipergunakan ketika 

menganalisis putusan-putusan yang ditemukan dengan melihat sejauh mana 

putusan-putusan yang dihasilkan itu tetap komit merujuk kepada nash-nash yang 

ada dan kitab-kitab fikih, atau bahkan sudah berpaling dari ketentuan yang 

disebutkan di atas. Sedangkan komparatif horizontal dipergunakan ketika 

menganalisis putusan-putusan dengan memperbandingkan sejauhmana putusan­

putusan yang ada itu merujuk atau bahkan telah berpaling dari peraturan 

perundang-undangan yang ada di negeri-negeri muslim lainnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Keseluruhan disertasi ini terdiri dari lima bah dan masing-masing babnya 

juga terdiri dari sub-sub bah. Bab pertama adalah bah pendahuluan, yang 

mengetengahkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Pada bah dua diketengahkan mengenai Peradilan Agama dan Hukum 

Islam di Indonesia. Bab ini terdiri dari empat sub bahasan yang dimulai dengan 

menguraikan tentang eksistensi dan susunan organisasi Peradilan Agama. Setelah 

itu dibahas pula tentang kekuasaan dan kekhasan Pengadilan Agama. Bagaimana 

kedudukan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, serta bagaimana upaya 

dan langkah-langkah dalam pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam 

menjadi bahagian penting pula dalam bahasan pada bah dua ini. Sedangkan pada 

bah tiga diuraikan mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Agama Padang tahun 1989-1997 tentang bidang perkawinan dan 

perceraian, yang mencakup putusan-putusan di bidang izin dan dispensasi 

perkawinan, izin poligami, tuntutan natkah, cerai talak, dan cerai gugat. Pada bah 

empat dipaparkan tentang putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah 

Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 1989-1997 tentang kewarisan, wakaf dan 

hi bah. 
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Masing-masing maian yang ada pada bah tiga clan empat dianalisis dengan 

metode perbandingan. Perbandingan dimaksud dilaksanakan secara vertikal clan 

horizontal. Perbandingan secara vertikal adalah memperbandingkan putusan­

putusan pengadilan agama dengan nash-nash yang ada. Perbandingan secara 

horizontal dilaksanakan dengan peraturan perundang-undang~ baik yang ada di 

Indonesia maupun dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negeri-negeri muslim 

lainnya. Pembahasan dalam bah ini juga dikaitkan dengan pembaharuan 

pemikiran Hukum Islam. Melalui pembahasan ini dimungkinkan untulc 

mengetahui karakteristik putusan-putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim 

Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama 

Padang. Berkaitan dengan kesimpulan penelitian serta saran-saran, diketengahkan 

pada bah lima yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini. 





A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Berdasarkan data yang ada dan analisis yang dilakukan dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Ada tiga karakteristik putusan-putusan yang dilahirkan oleh hakim-hakim 

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 

1989-1997. Karakteristik tersebut adalah: Pertama, hakim-hakim Pengadilan 

Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang berperan menerapkan 

apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim Pengadilan 

Agama berperan sebagai corong undang-undang. Pada karakteristik pertama ini, 

hakim Pengadilan Agama telah berupaya melakukan ijtihad tathbiqy, yaitu dengan 

menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Karakteristik kedua, hakim Pengadilan Agama beranjak 

meninggalkan ketentuan undang-undang, dan berpaling kepada ketentuan fikih. 

Karakteristik ketiga, hakim-hakim Pengadilan Agama cukup aspiratif terhadap urf 

Ketentuan adat yang masih berlaku dijadikan sebagai penguat dalam putusan­

putusan mereka. 

2. Putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang 

sebagian telah beranjak dari pendapat-pendapat imam mazhab yang ada. Hal ini 

terlihat bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Agama Padang telah menjadikan peraturan perundang-undangan, dalam hal 

ini Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai dasar utama 

dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus tertentu, hakim tetap menjadikan 

kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai dasar utama dalam memutuskan perkara dan ayat­

ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau 

sebagai penguat. 
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3. Putusan-putusan yang dihasilkan oJeh hakim-hakim PengadiJan Agama yang ada 

di wilayah Pengadilan Tinggi Agama P~dang sebagian mengandung pembaharuan 

di bidang pemikiran Hukum Islam. Putusan-putusan yang mengandung 

pembaharuan tersebut adalah putusan tentang dispensasi nikah. 

B. Saran-Sant,.n 

1. Seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya tidak saja 

bertindak selaku corong undang-undang, tetapi juga berupaya melakukan 

penafsiran, menemukan serta mencipta hukum baru, hukum buatan hakim, agar 

hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan di negara ini. 

2. Agar setiap hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seperti 

disebutkan di atas, diharapkan agar masing-masing hakim berupaya meningkatkan 

kualitas dirinya secara terus-menerus, baik lewat pendidikan formal (S2 dan S3), 

kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, maupun Iewat upaya mandiri secara otodidak 

dengan banyak membaca dan berdialog. 

3. Kepada para hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Padang diharapkan dalam memutuskan perkara selain merujuk kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga diharapkan merujuk kepada 

ketentuan-ketentuan adat-istiadat yang berlaku di Minangkabau. 

4. Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama yang ada di Sumatera Barat dan 

Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk lebih memperhatikan arsip-arsip putusan 

yang dihasilkan para hakim, baik hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat 

banding, karena basil putusan-putusan tersebut telah menjadi objek studi yang 

sangat penting bagi kalangan perguruan tinggi dan para peneliti. Bila perlu, 

dilakukan upaya komputerisasi terhadap putusan-putusan yang dihasilkan, dan 

diberikan akses yang mudah untuk mendapatkannya. 

5. Diharapkan kepada para peneliti lainnya untuk melanjutkan kajian-kajian serupa 

dalam kasus-kasus yang belum dibahas dalam penelitian ini. 
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